




















; rinsipnya adalah: apakah Keputusan tagy usaha negara yang digngat
gane *

;gﬁeb ut bertentangan dengan peraturan perundang -undangan, adanya unsur
mcn)’alahgunakan vewenang dan ataujedsniR UNSur sewenang-wenang, Serta,
Jasan 110 ¥ANg didukung  yurispridensi vai adalah vngur bertentangan
jngan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Putusan dan pengadilan tata usaha Negara ditempuh eksekusinya melalui
ipa YANE disebut

eksekusi  hirarks Maksndnya, apahila tergngat tidak
melakukan apa yang - diperintahkan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan

meiaporkan atau mengajukan hal in; Pada instansi atasan. menurut jenjang
j;.batan

T)iharapkan, NsStansi atasan tersebut dapat menekan tergugat agar
melaksanakan - putusan. Namun bila masih tidak, maka terakhir Ketua

Pengadilan mengajukan hal ini pada Presiden selaku pemegang kekuasaan
pemerintahan tertingoi (Pasal 116 1] No.5/1986).
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BEBERAPA PERMASALAHAN PERA
DALAM KERANGKA OTONOMI DAE
Dalam praktik, ditemukan

N TATA USAHA NEGARA

wh =)

penguasaan konsep teoretik hukum tata u
dcaranya yang dirasakan masih be

asala yang menyangkut

nistrasi negara) dan

bila ditinjau dari konsep-konsep hukum pemerintahan (hukum tata usaha
negara). e |

Salah sat pemmﬁalahan.l I
teoritik hukum pemerintahan (hu
pada hakekatnya digunakan

(1) mengamhkan/mengends

(2) mencegah bahaya yang dapat diti
()  melindungi obyek-obyek tertentu;
(4)  mengatur distribusi henda langka;












